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ABSTRAK 

Ikram Ihza Hawari (1905170375P) Analisis Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. Skripsi 2024 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis laporan 

realisasi anggaran pendapatan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Labuhan Batu Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target 

pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data 

Kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

realisasi anggaran Kantor Pemkab Labuhan Batu Utara Tahun 2017-2021 dan data 

primer berupa hasil wawancara dengan pegawai kantor Pemkab Labuhan Batu 

Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan realisasi 

pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu 

Utara pada tahun 2017, 2019, dan 2020 tidak mencapai anggaran yang telah 

ditetapkan. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD memiliki 

kinerja yang menurun. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Pertumbuhan 

mengalami fluktuasi dan dimana pertumbuhannya bernilai negatif dan positif yang 

artinya daerah belum mampu mempertahankan pertumbuhan daerahnya. Kinerja 

Keuangan dilihat dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan 

mengalami pola hubungan instruktif. 

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan.



 

 

ABSTRACT 

Ikram Ihza Hawari (1905170375P) Analysis of Revenue Budget Realization 

Reports in Assessing Financial Performance in North Labuhanbatu Regency. 

Thesis 2024 

The purpose of this research is to find out and analyze the revenue budget 

realization report in assessing the financial performance of the North Labuhan Batu 

Regency Government and to find out and analyze the factors that influence the 

revenue budget realization not reaching the target for the North Labuhanbatu 

Regency Government. The research carried out was descriptive research. In this 

research, the type of data used is Quantitative Data. The data sources used are 

secondary data in the form of reports on the budget realization of the North Labuhan 

Batu Regency Government Office for 2017-2021 and primary data in the form of 

interviews with employees of the North Labuhan Batu Regency Government office. 

The data collection techniques used are documentation and interview techniques. 

The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive analysis. 

Based on the research results, it shows that the realization of income in the North 

Labuhanbatu Regency Revenue Budget Realization Report in 2017, 2019 and 2020 

did not reach the predetermined budget. Financial Performance as seen from the 

PAD Effectiveness Analysis has a declining performance. Financial Performance 

as seen from the Growth Analysis experiences fluctuations and where the growth is 

negative and positive, which means that the region has not been able to maintain its 

regional growth. Financial performance seen from the Regional Financial 

Independence Analysis shows that there is an instructive relationship pattern. 

Keywords: Budget Realization Report, Financial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

maka kekuasaan atau tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah 

untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan 

supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan 

terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat.  

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka 

pendek yang efektif dalam organisasi (Abdullah et al., 2006). Suatu anggaran 

operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban 

yang direncanakan untuk tahun itu (Mardiasmo, 2002). Dengan anggaran 

manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan 

membandingkan antara anggaran dengan hasil akrual (realisasi terkini) yang 

dicapai (Radita, 2017). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi 

pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi 

tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. (E. N. Sari & dkk, 2016) 

Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan 

pengendalian dalam instansi tersebut (Alfi, 2018). Oleh karena itu suatu instansi 

pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan 
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efisien, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya, salah satu alat 

tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (Niaman, 2017).  

Menurut (Mardiasmo, 2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk 

meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi 

kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan 

meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi 

dan pemborosan (Mahsun, 2006).  

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau 

tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama 

dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba 

dalam pelaksanaan teknisnya (Widyaningsih, 2006).  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang 

disampaikan oleh TAPD menurut (Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, 

2011) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar 

meliputi Penyusunan KUA-PPAS; Penyusunan Raperda APBD dan Penetapan 

APBD dalam tahap penyusunan Raperda APBD disusun RKA-SKPD yang 

didalamnya termuat Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan dalam RKA SKPD 

1. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam RKA SKPD 2.1. 

Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan) dalam 

RKA SKPD 2.2.1, Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam 

RKA SKPD 3.2. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang termuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing 
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program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, di rinci 

sampai dengan obyek pendapatan, belanja pembiayaan serta perkiraan maju untuk 

tahun anggaran berikutnya.  

 Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau 

langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan 

terkontrol dengan baik (Junita & dkk, 2016).  

Hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi 

anggaran. Keadaan ini bias mengakibatkan pelaksanaan belanja akan mengalami 

hambatan. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah 

biaya unit yang spesifik untuk unit kerja nya. 

Tabel 1.1  

Data Pendapatan Pada Laporan Realisasi Anggaran  

Pemkab Labuhanbatu Utara  

Tahun 2017-2021 
No Tahun Anggaran Realisasi Selisih 

1 2017 1.086.866.263.570 1.050.277.014.266 -36.589.249.304 

2 2018 837.030.764.177 1.033.343.832.203 196.313.068.026 

3 2019 1.100.453.668.210 1.082.495.846.011 -17.957.822.199 

4 2020 974.702.200.952 968.329.052.089 -6.373.148.863 

5 2021 1.007.153.937.249 1.038.904.587.062 31.750.649.813 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Labuhanbatu Utara  

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada 

tahun 2017 s/d 2021 telah disetujui, pada tahun 2017, 2019 dan 2020 realisasi 

anggaran tidak mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 2020 

realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada realisasi dan 

anggaran pendapatan tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan.   

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana 

sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dalam pengambilan 
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keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu 

tahun anggaran tersebut (Juliandi & dkk, 2015). Dengan alat ukur berupa analisis 

yang ada didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran 

pendapatan (F, 2021). Untuk mengetahui secara besarnya varians anggaran 

pendapatan dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau 

persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan yang 

disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penerapan anggaran untuk aktivitas 

instansi selama satu tahun anggaran tersebut.  

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan 

Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk 

mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi 

dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada anggaran kegiatan yang 

digunakan oleh instansi (Halim, 2013). Misalnya dengan melihat pertumbuhan pada 

masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional atau efektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat 

menggunakan analisis pertumbuhan anggaran pendapatan seperti Analisis Rasio 

Keuangan Daerah.  

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Dwiyuliati. M, 

2012) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada 

kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata: ekonomi berada pada 

kriteria sangat ekonomis, efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan 

efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.  
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Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses pengawasan 

secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas 

tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui 

capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan 

serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, 

keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik  (Alpi, 

M. F, dan Ramadhan, 2018)  

Penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan 

bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih 

menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya 

terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan 

kurangnya komunikasi antar lembaga.  

Hasil penelitian Firdayanti (2020) kinerja laporan realisasi anggaran kantor 

kecamatan baroko dari tahun 2015-2019 dapat di lihat dari rasio efektivitas 

dikategorikan tidak efektif hal ini disebabkan karena rata-rata rasio efektivitasnya 

kurang dari 100%, rasio efesiensi belanja menunjukkan kurang efesien disebabkan 

karena rata-rata efesiennya kurang dari 60%, analisis keserasian belanja 

menunjukkan belanja operasi dinilai sangat serasi disebabkan karena lebih dari 

80%, belanja modal dinilai tidak serasi disebabkan karena kurang dari 20% dan 

analisis varian belanja daerah dikategorikan baik. 

Hasil penelitian Jannah (2015) Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan 

kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun 

Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran 

belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran 
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belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung 

lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki 

pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan 

efisiensinya disebabkan karena realisasi belanja di bawah jumlah yang di 

anggarkan. 

Hasil penelitian Kifli (2022) analisis rasio efektivitas UMRI dikategorikan 

sangat efektif, secara terpisah kemampuan UMRI untuk merealisasikan anggaran 

pendapatan yang berasal dari biaya pendidikan sudah semakin baik dengan rata-

rata persentase senilai 104,5%. Berdasarkan analisis rasio efisiensi UMRI 

dikategorikan cukup efisien dengan rata-rata persentase senilai 91%, secara umum 

kemampuan UMRI untuk mengelola belanja mereka agar tidak melebihi 

pendapatan yang diperoleh cukup membaik dari tahun ke tahun 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai 

Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.”  

1.2 Identifikasi Masalah  

 Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas 

adalah sebagai berikut :  

1. Realisasi Anggaran dari tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai anggaran 

yang direncanakan.  

2. Anggaran Pendapatan pada tahun 2020 yang direalisasikan mengalami 

penurunan.  

3. Realisasi dan Anggaran Pendapatan tahun 2018 dan 2020 mengalami 

penurunan.  
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1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya menekankan pada 

permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pada Kantor Pemkab 

Labuhanbatu Utara selama kurun waktu 5 tahun yang dapat dilihat dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) yaitu Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2017-

2021 dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio 

Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian.  

1.4 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah laporan realisasi anggaran pendapatan dalam menilai kinerja 

keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara?  

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran 

pendapatan tidak mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara?  

1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dalam 

menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

b. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi 

anggaran pendapatan tidak mencapai target pada Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu Utara.  

1.6 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Penulis  
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Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai 

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan 

Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

b. Bagi Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara  

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi 

dalam menganalisis kinerja anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis 

selanjutnya, terkhususnya mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kinerja Keuangan  

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang 

sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut (Rahmayati, 2007) adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang 

dimilikinya.  

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan 

profitabilitas (Jumingan, 2006).  

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar (Irham Fahmi, 2012:2).  

Menurut (Rudianto, 2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola 

aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana 
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tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah 

dilaksanakan.  

Menurut (Mulyadi, 2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya.  

Pendapat serupa dikemukakan oleh (Sawir, 2005:1) yang menyatakan bahwa 

kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu 

perusahaan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan.  

Menurut (Sujarweni, 2017:71) menyatakan bahwa kinerja keuangan 

merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil 

pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. 

Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu penilaian/pengukuran secara 

periodik.  

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan diatas, dapat diambil kesimpulan 

sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan 

pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan 

dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.  

2.1.1.2 Penilaian Kinerja Keuangan  

 Menurut (Srimindarti, 2006:3) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan 

efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.  

  Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan 

perbaikan atas kegiatan operasional nya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain.  
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Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan 

untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di 

perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor 

melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modal nya sehingga akan terjadi 

kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi 

dari nilai perusahaan.  

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat 

dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut :  

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya.  

2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang 

akan datang.  

3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada 

umum nya dan divisi atau bagian organisasi pada khusus nya.  

4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.  

2.1.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan  

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena 

pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan 

dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada 

sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak 

manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat 
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ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja 

keuangan tersebut.  

Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

(Munawir, 2004) yakni untuk :  

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.  

2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, 

kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan 

menggunakan aktiva atau modal secara produktif.  

4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.  

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar 

pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Dengan tujuan tersebut, 

penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. 

Penilaian kinerja keuangan dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi 

setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan 

yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan 

mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang 

dan tanggungjawab serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan 
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kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik 

(Munawir, 2002; Wild & Halsey, 2005). 

2.1.2 Analisis Kinerja 

2.1.2.1 Pengertian Analisis Kinerja  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya); 

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu 

untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; Penjabaran sesudah dikaji sebaik-

baiknya; Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.  

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umum 

nya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. 

Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang 

menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih 

konkret. Usulan anggaran pada umum nya telah terlebih dahulu di telaah oleh 

pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan 

anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. 

Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung 

dapat melakukan pengawasan atau pengendalian (Mahsun, 2012).  

Menurut (Mahsun, 2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran 

kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa 

melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada input yaitu jika 
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terjadinya Overspending dan Under Spending. Analisis prestasi dalam hal ini 

adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan 

pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara 

dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk 

pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.  

2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan 

2.1.3.1 Analisis Efektivitas PAD  

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Munawir, 2004).  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 =  
𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥100% 

PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.  

Kriteria Rasio Efektivitas menurut (Mahsun, 2012) adalah :  

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif.  

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang.  

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif.  

2.1.3.2 Analisis Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah 

dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, 

kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif 

atau negatif (Mahmudi, 2010, 2016). Rasio ini mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan 

diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan 
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dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang 

perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).  

𝑟 =  
𝑃𝑛 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang 

perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), 

PAD dan Belanja Modal yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Operasi, 

maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan 

telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode 

satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD dan Belanja 

Operasi yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Modal, maka 

pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu 

meningkatkan pertumbuhan daerahnya.  

2.1.3.3 Analisis Kemandirian  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) (Welsch & dkk, 2012) 

menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah 

dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain 

(Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber 

daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman 

(Halim, 2007).   

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern) (Sinambela & F.S, 2018). 
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Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan 

demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, semakin tinggi pastisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. 

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan 

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam 

melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat 

dikemukakan pada tabel sebagai berikut :  

𝑅𝐾𝐾𝐷 =  
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑥100% 

Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah  

Kemampuan 

Keuangan  

Kemandirian (%)  Pola Hubungan  

Rendah Sekali  0%-25%  Instruktif  

Rendah  25%-50%  Konsultatif  

Sedang  50%-75%  Partisipatif  

Tinggi  75%-100%  Delegatif  

      Sumber: Oppier (2013)  

1) Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan 

daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu 

melaksanakan otonomi daerah).  
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2) Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 

berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi 

daerah.  

3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 

mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati 

mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.  

4) Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 

ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan 

urusan otonomi daerah. 

2.1.4 Anggaran  

2.1.4.1 Pengertian Anggaran  

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Tahun anggaran meliputi masa satu 

tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat 

utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya 

ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang 

akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan 

membayar biaya-biaya tersebut.  

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan 

tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. 

Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan 

anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran 

yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan 
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perencanaan awal dalam realisasi yang memfasilitasi tercapainya kegiatan 

pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak 

berorientasi pada kinerja yang akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah 

disusun.  

Menurut (Indra Bastian, 2010:191) berdasarkan National Committee 

Govermental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran adalah 

“Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang  diusulkan 

dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode 

waktu tertentu.” Pengertian anggaran menurut (Sri Rahayu & Andry Arifian 

Rachman, 2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat perencanaan dan 

pengendalian.”   

 Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang 

seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan 

pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah 

terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam 

sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang 

dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana 

pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.  

 Anggaran dianggap sistem yang otonom karena mempunyai sasaran dan 

tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. 

Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran 

akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah 

disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan 

perencanaan awal dalam realisasi (plan for action) yang memfasilitasi tercapainya 
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kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak 

berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah 

disusun.  

Menurut (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor 

publik pada umum nya disesuaikan dengan Peraturan Lembaga yang lebih tinggi 

yang didasarkan pada (Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Daerah, 2004)sehingga lahir lah tiga paket Perundang-Undangan, yaitu 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-

Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara yang telah membuat perubahan mendasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan 

dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.  

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 

(saat ini telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007) tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menggantikan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 29 Tahun 2002.  

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam 

meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (outcome) dan 

keluaran (output) melalui Key Performance Indicators (KPI) yang terkait dengan 3 

(tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan 
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penggunaan informasi kinerja outcome dan output serta penilaian keefektifan dan 

efisiensi anggaran dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan alokasi dana yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan 

manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi 

pada kepentingan publik (Peraturan Pemerintah No. 55, 2005).   

Menurut (Mulyadi, 2001) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain :  

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.  

2. Umum nya mencakup jangka waktu 1 tahun.  

3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa manajer 

setuju untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan anggaran.  

4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusunanan anggaran.  

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.  

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.  

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat yang 

penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugas nya. Sebagai alat untuk 

membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat 

berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang.  

Karakteristik anggaran yang baik menurut (Mariani, 2006) :  

1. Anggaran disusun berdasarkan program.  

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang 

dibentuk dalam organisasi.  
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3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.  

Pembelajaran Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem 

penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil 

kerja atau outcome dari pengalokasian biaya yang didasarkan pada kegiatan atau 

program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam implementasi nya, anggaran 

berbasis kinerja juga menekankan pada penggunaan dana yang dialokasikan secara 

ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja 

merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan alokasi anggaran yang 

diklasifikasikan berdasarkan kegiatan atau program kerja dengan hasil kerja.  

Dengan demikian struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja 

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang di rinci 

menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap unit kerja dan 

jenis anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode tahun 

anggaran tertentu. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan dalam bentuk 

pengeluaran pendapatan untuk kegiatan anggaran.  

Pengembangan indikator keberhasilan (Nordiawan, 2016) menggunakan 

kriteria :  

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran 

unit kerja, program atau kegiatan.  

2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.  

3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, 

sistem akuntansi dan pelaporan.  

4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja 

dari program atau kegiatan yang sejenis.  
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5. Andal (reliable) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat di 

verifikasi.  

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan :  

1. Realisasi penyerapan anggaran termasuk anggaran yang dipengaruhi oleh 

bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer 

dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah.  

2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang sering 

dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas antara pihak 

eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan legislatif.  

3. Realisasi anggaran di daerah pada akhir tahun anggaran seringkali masih di 

bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya.  

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu (PPAS Perubahan APBD, 2019) :  

a) Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan 

perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, 

setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa 

besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya.  

b) Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan penetapan 

perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan mengakibatkan 

waktu yang tersisa untuk menyesuaikan anggaran dan merealisasikannya 

terbatas sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas 

penyelesaian kegiatan.  
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Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran 

merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam 

bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.  

2.1.4.2 Fungsi Anggaran  

Bagi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah. Anggaran tidak 

hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Mardiasmo, 2009) 

menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut :  

1. Alat Perencanaan (Planning Tool)  

2. Alat Pengendalian (Control Tool)  

3. Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)  

4. Alat Politik (Political Tool)  

5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordinatin and Communication Tool)  

6. Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)  

7. Alat Motivasi (Motivation Tool)  

8. Alat Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)  

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)  

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah 

mana kebijakan yang dibuat.  

2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)  
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Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya 

pengeluaran yang terlalu besar (Overspending) atau adanya penggunaan dana 

yang tidak semestinya (Mis Spending).  

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)  

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi.  

4) Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool)  

Dalam organisasi sektor publik dan melalui anggaran dapat dilihat komitmen 

pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.  

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordinatin and 

Communication Tool)  

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja 

atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja 

lainnya.   

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kerja (Performance Measurement Tool)  

Anggaran adalah suatu ukuran yang biasa menjadi patokan apakah suatu 

bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas 

maupun terpenuhinya efisiensi biaya.  

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)  

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai 

nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.  
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8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)  

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan 

berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran 

publik.  

 2.1.4.3 Proses Penyusunan Anggaran   

Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah 

tertentu yang perlu diambil, yaitu :  

a. Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek 

perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya.  

b. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan.  

c. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh 

manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada 

penyelia dan karyawan yang kinerja nya dikendalikan.  

d. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan 

bidangbidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil 

kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik.  

2.1.5 Realisasi  

2.1.5.1 Pengertian Realisasi Anggaran  

Menurut (Prasetya, 2005) dalam bukunya yang berjudul“Penyusunan dan 

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menjelaskan: “Realisasi 

Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 

pendapatan dan belanja dengan realisasi nya yang menunjukkan ketaatan terhadap 

peraturan dan ketentuan perundang-undangan.”  

2.1.5.2 Laporan Realisasi Anggaran   
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintahan pusat/daerah yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran atau realisasi nya dalam satu 

periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan 

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan jabatan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan 

Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan 

RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam (Pelaporan 

Keuangan, Akuntansi Dan Audit Di Pemerintahan, 2009) terdiri dari :  

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah.  

2. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih.  

3. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya 

kembali ke pemerintah.  

4. Belanja (Basis Akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.  
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5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.  

6. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang berada dalam 

penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

atau memanfaatkan surplus anggaran.  

7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan 

penyertaan modal oleh pemerintah.  

2.1.5.3 Periode Ketepatan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali 

setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, 

tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari 

satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :  

a) Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.  

b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.  

2.1.5.4 Ketepatan Waktu Pelaporan  
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Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam 

pelaporan keuangan karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan 

berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.  

2.1.5.5 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas 

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran nya. Informasi 

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran (M. Sari, 2021).  

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan 

informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan 

diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode 

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan 

indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.  

2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehubungan topik 

penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 
No  Peneliti/Penulis (Tahun)  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

1 Roland Gerald Tooy, 

David  

Paul Elia Saerang, Lidia  

Mawikere (2016) Judul  

Berkala Ilmiah Efisiensi  

Analisis Efisiensi Dan 

Efektivitas Laporan 

Realisasi Anggaran Di 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Dan 

Penelitian Pengembangan  

(Bappelitbang) Kabupaten 

Minahasa Utara  

• Dalam laporan realisasi 

anggaran dapat dilihat dari 

tingkat perhitungan 

efisiensi Laporan Realisasi 

Anggaran  

 Badan  Perencanaan  

Pembangunan dan 

Penelitian Pengembangan 

Kabupaten Minahasa 

Utara dengan 

menggunakan rumus, yaitu 

rasio perbandingan dan 

diberikan penilaian dengan 

menggunakan kriteria 

penilaian, maka tingkat 

efisiensi Laporan Realisasi  

 Anggaran  di 

 Badan  

Perencanaan 

Pembangunan dan 

Penelitian Pengembangan 

Kabupaten Minahasa 

Utara dari tahun 2011-

2015 kurang efisien dalam 

penggunaan Laporan 

Realisasi Anggaran.  

2 Astria Nur Jannah Dien, 

Jantje  

Tinangon, Stanley 

Walandouw  

(2015) ISSN 2303-1174  

Analisis Laporan Realisasi 

Anggaran Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan Pada 

Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bitung  

• Hasil perhitungan rasio 

efektivitas menunjukkan 

bahwa Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bitung 

mampu memobilisasi 

penerimaan  

Pendapatan Asli Daerah 

sesuai dengan yang 

ditargetkan dengan tingkat 

efektivitas diatas 100%.  

3 D. Kartika, AB Setiawan, 

IC.  

Kusuma (2016) Jurnal 

Sosial Humaniora  

Analisis Rasio Kemandirian, 

Rasio Dan Efektivitas Pad 

Pada Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (Apbd) 

Kabupaten Sukabumi  

•Kemandirian keuangan 

Kabupaten Sukabumi dari 

tahun 2009 sampai 2013 

tergolong sangat rendah 

dengan menunjukkan pola 

hubungan instruktif.  

    

4 Ramlah Basri (2013) 

ISSN 2303-1174 

Analisis Penyusunan 

Anggaran Dan Laporan 

Realisasi Anggaran Pada 

Bpm-Pd Provinsi Sulawesi 

Utara 

• Penyusunan Anggaran pada 

Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi 

Sulawesi Utara telah sesuai 

dengan peraturan Menteri 

dalam Negeri No. 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman 
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No  Peneliti/Penulis (Tahun)  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

Pengelolaan Keuangan 

daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 

22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 baik dari 

proses maupun jadwal atau 

waktu penyusunan 

anggaran. 

5 Rukayah Nurgrahini  

Kusumawati, Raden Irna  

Afriani (2017) Jurnal 

Akuntansi 

Analisis Laporan Realisasi 

Anggaran Dengan 

Menggunakan Rasio 

Efektivitas Dan Rasio 

Efisiensi Pada Kantor Badan 

Perijinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal 

Kabupaten Serang 

• Efektivitas Badan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Serang 

Tahun Anggaran 2014 

sampai dengan Tahun 

Anggaran 2016 dilihat dari 

perhitungan ratarata Rasio 

Efektivitasnya termasuk 

dalam kriteria sangat efektif. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  

 Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah 

merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut 

dalam mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah 

dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka 

perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya, salah satu alat tersebut adalah 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk menilai tingkat efektivitas dan 

efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat 

langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja 

yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada 

perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.   

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan 

Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk 
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mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi 

dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada anggaran kegiatan yang 

digunakan oleh instansi (Halim, 2013). Misalnya dengan melihat pertumbuhan 

pada masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional atau efektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya 

dapat menggunakan analisis pertumbuhan anggaran pendapatan seperti Analisis 

Rasio Keuangan Daerah. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengukur tingkat 

kinerja keuangan dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio 

Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.  

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses pengawasan 

secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas 

tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui 

capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan 

serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, 

keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik  (Alpi, 

M. F, dan Ramadhan, 2018) 

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka 

pemikiran pada penelitian ini akan disajikan gambaran kerangka pemikiran 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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Kerangka Berfikir 

  

    

Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan 

  

  

Rasio  

Pertumbuhan   

Rasio  

Efektivitas PAD   

Rasio  

Kemandirian  

Keuangan  

Daerah   

Gambar 2.1   

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

Tahun 2017-2021 

Analisis   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif, 

yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai 

dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Jenis 

pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 

sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif 

yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, 

diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu 

keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

3.2 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan 

untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya 

dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang 

diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasional nya adalah Kinerja dapat 

diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai 

bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut (Bastian, 2006) “Kinerja 

adalah gambaran pencapaian  pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja 
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adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”  

Analisis Kinerja Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan 

menggunakan konsep Analisis Rasio Keuangan Daerah merupakan pengukuran 

kinerja keuangan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif 

kinerja dari satuan kerja perangkat daerah tersebut pada setiap periode.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi 

Anggaran dan Penilaian Kinerja Keuangan. Definisi variabel dari penelitian 

tersebut adalah :  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan 

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri 

atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.  

2. Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi 

dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya secara periodik. Untuk menilai kinerja keuangan daerah pada 

penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan daerah yaitu : 
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Rasio Efektivitas PAD  

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). 

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan anggaran penerimaan 

PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 =  
𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥100% 

Rasio Pertumbuhan  

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah 

dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, 

kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif 

atau negatif (Mahmudi, 2010c). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan 

adalah sebagai berikut :  

𝑟 =  
𝑃𝑛 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

r   = Rasio Pertumbuhan  

𝑃𝑛 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung 

pada tahun ke-n  

𝑃0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung 

pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 
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retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :  

𝑅𝐾𝐾𝐷 =  
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑥100% 

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

di Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Juli 2023 sampai 

dengan Oktober 2023  

   Tabel 3.1  

Waktu Penelitian  
No  Kegiatan Penelitian    Waktu Penelitian    

 Juni 2023  Juli 2023 Agustus 2023 September 2023 Oktober 2023 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Pengajuan Judul                                          

2  Riset Awal                                          

3  Pembuatan Proposal                                          

4  Bimbingan Proposal                                          

5  Seminar Proposal                                          

6  Riset                                          

7  Penyusunan Skripsi                                          

8  Bimbingan Skripsi                                          
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No  Kegiatan Penelitian    Waktu Penelitian    

 Juni 2023  Juli 2023 Agustus 2023 September 2023 Oktober 2023 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

9  Sidang Meja Hijau                                          

 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. 

Pendekatan Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Dalam penelitian ini data kuantitatif nya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.  

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :  

a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data 

mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber 

kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pemerintah 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.  

b. Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian 

langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung 

untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di Kantor 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  
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1. Dokumentasi, yaitu jenis data yang digunakan data sekunder yang diperoleh 

secara tidak langsung ataupun langsung berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun yang dipublikasikan yaitu bersumber dari Laporan 

Realisasi Anggaran Kantor Pemkab Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021 

yang dibutuhkan oleh peneliti.  

2. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang 

berwenang yaitu pada pegawai tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun kisi-kisi wawancara dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Wawancara  
No  Variabel  Indikator  Butir Pertanyaan 

1  Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA)  
1. Realisasi PAD  

2. Anggaran PAD  

3. Realisasi Belanja Daerah 

4. Realisasi Pendapatan Daerah 

1,2,3,4 

2  Penilaian Kinerja 

Keuangan  
1. Rasio Efektivitas PAD  

2. Rasio Pertumbuhan  

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  1,2,3 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data yang bentuk 

deskriptif nya menggunakan angka atau numerik (statistik) sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.   

Tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :  
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1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian.  

2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian.  

3. Menganalisis data yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran dengan 

menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.  

4. Menghitung rasio keuangan daerah melalui Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.  

5. Melakukan analisis dari perhitungan rasio keuangan daerah. 

6. Menarik kesimpulan dan saran.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian  

Sebutan Labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda 

datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat 

sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu 

beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal 

yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat 

mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan 

ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.  

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu 

berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. 

Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan 

tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan 

Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Wilayah Labuhanbatu Utara.  

4.1.2. Deskriptif Data  

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Laporan 



41 

 

 

 

Realisasi Anggaran dan data primer yang didapat dari wawancara sebagai data 

pendukung. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait 

dengan Laporan Realisasi Anggaran instansi pemerintah, sesuai dengan 

permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan.  

4.1.2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah suatu proses penilaian 

mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan 

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilihat dari laporan realisasi anggaran 

pendapatan dalam kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan oleh peneliti 

dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada 

penelitian ini adalah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah. 

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang didapat dari Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2017 

 

Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

PENDAPATAN 1.086.866.263.570 1.050.277.014.266 96,63 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

53.221.965.850 52.690.086.354 99,00 

Pendapatan Pajak Daerah 24.190.300.000 24.578.664.147 101,61 

Pendapatan Retribusi Daerah 9.331.052.000 7.785.261.500 83,43 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

1.473.679.216 1.473.679.216 100,00 
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Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

Lain-lain PAD Yang Sah 18.226.934.634 18.852.481.491 103,43 

PENDAPATAN 

TRANSFER 

910.189.355.120 881.817.590.895 96,88 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

866.846.070.000 839.472.606.186 96,84 

Bagi Hasil Pajak 34.849.475.000 23.894.345.777 68,56 

Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

2.122.021.000 859.727.262 40,51 

Dana Alokasi Umum (DAU) 588.021.836.000 588.021.836.000 100,00 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 144.982.192.000 137.890.714.885 95,11 

Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik 

96.870.546.000 88.805.982.262 91,67 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

43.343.285.120 42.344.984.709 97,70 

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 43.343.285.120 42.344.984.709 97,70 

Bantuan Keuangan 0 0 0,00 

Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Lainnya 

0 0 0,00 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

123.454.942.600 115.769.337.017 93,77 

Pendapatan Hibah 10.769.803.600 3.429.627.100 31,84 

Pendapatan Dana Desa dari 

APBN 

68.646.939.000 68.646.939.000 100,00 

Dana BOS 44.038.200.000 43.692.770.917 99,22 

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tabel 4.2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2018 

Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

PENDAPATAN 837.030.764.177 1.033.343.832.203 123,45 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

51.069.120.952 57.010.690.545 111,63 

Pendapatan Pajak Daerah 24.240.000.000 23.777.583.631 98,09 

Pendapatan Retribusi Daerah 10.092.928.000 9.480.812.321 93,94 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

2.000.000.000 2.866.451.770 143,32 

Lain-lain PAD Yang Sah 14.736.192.952 20.885.842.822 141,73 

PENDAPATAN 

TRANSFER 

717.925.122.225 906.591.141.658 126,28 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

697.779.268.000 864.256.204.242 123,86 

Bagi Hasil Pajak 29.678.213.000 35.349.065.495 119,11 

Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

3.414.779.000 5.769.808.457 168,97 

Dana Alokasi Umum (DAU) 588.021.836.000 588.021.836.000 100,00 
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Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 0 141.709.129.850 0 

Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik 

76.664.440.000 93.406.364.440 121,84 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

20.145.854.225 32.541.776.416 161,53 

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 20.145.854.225 32.541.776.416 161,53 

Bantuan Keuangan 0 9.793.161.000 0,00 

Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Lainnya 

0 9.793.161.000 0,00 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

68.036.521.000 69.742.000.000 102,51 

Pendapatan Hibah 0 2.000.000.000 0,00 

Pendapatan Dana Desa dari 

APBN 

68.036.521.000 67.742.000.000 99,57 

Dana BOS 0 0 0,00 

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tabel 4.3 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2019 

Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

PENDAPATAN 1.100.453.668.210 1.082.495.846.011 98,37 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

62.805.708.468 70.122.562.532 111,65 

Pendapatan Pajak Daerah 26.085.000.000 26.316.419.960 100,89 

Pendapatan Retribusi Daerah 14.651.528.000 14.881.014.664 101,57 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

3.200.000.000 2.732.595.137 85,39 

Lain-lain PAD Yang Sah 18.869.180.468 26.192.532.770 138,81 

PENDAPATAN 

TRANSFER 

904.005.032.742 874.067.517.898 96,69 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

840.336.100.000 817.231.451.960 97,25 

Bagi Hasil Pajak 40.382.704.000 32.849.044.481 81,34 

Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

5.001.866.000 3.342.990.279 66,83 

Dana Alokasi Umum (DAU) 611.629.351.000 611.629.351.000 100,00 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 81.560.675.000 75.171.813.692 92,17 

Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik 

101.761.504.000 94.238.252.508 92,61 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

63.668.932.742 56.836.065.938 89,27 

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 63.668.932.742 56.836.065.938 89,27 

Bantuan Keuangan 0 0 0 
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Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Lainnya 

0 0 0 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

133.642.927.000 138.305.765.581 103,49 

Pendapatan Hibah 12.000.000.000 12.000.000.000 100,00 

Pendapatan Dana Desa dari 

APBN 

79.123.527.000 78.844.864.200 99,65 

Dana BOS 42.519.400.000 47.460.901.381 111,62 

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tabel 4.4 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2020 

Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

PENDAPATAN 974.702.200.952 968.329.052.089 99,35 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

55.920.283.256 55.494.095.702 99,24 

Pendapatan Pajak Daerah 22.835.000.000 22.137.549.427 96,95 

Pendapatan Retribusi Daerah 14.447.845.000 13.713.581.114 94,92 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

2.880.000.000 2.215.622.549 76,93 

Lain-lain PAD Yang Sah 15.757.438.256 17.427.342.612 110,60 

PENDAPATAN 

TRANSFER 

782.326.833.696 770.468.802.360 98,48 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

731.596.543.715 719.527.169.929 98,35 

Bagi Hasil Pajak 28.645.431.151 20.703.595.567 72,28 

Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 

3.491.881.401 3.256.387.769 93,26 

Dana Alokasi Umum (DAU) 562.859.404.000 560.374.058.000 99,56 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 36.955.643.000 36.277.511.178 98,17 

Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik 

99.644.184.163 98.915.617.415 99,27 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

13.415.171.000 13.415.171.000 100,00 

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 13.415.171.000 13.415.171.000 100,00 

Bantuan Keuangan 37.315.118.981 37.526.461.431 100,57 

Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Lainnya 

37.315.118.981 37.526.461.431 100,57 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

136.455.084.000 142.366.154.027 104,33 

Pendapatan Hibah 8.000.000.000 8.000.000.000 100,00 

Pendapatan Dana Desa dari 

APBN 

82.689.984.000 82.689.984.000 100,00 
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Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

Dana BOS 45.765.100.000 51.676.170.027 112,92 

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 

Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2021 

Uraian Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Ketercapaian 

(%) 

PENDAPATAN 1.007.153.937.249 1.038.904.587.062 103,15 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

63.224.132.754 58.863.185.741 93,10 

Pendapatan Pajak Daerah 26.615.000.000 26.478.501.873 99,49 

Pendapatan Retribusi Daerah 16.863.350.000 12.223.550.828 72,49 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

2.592.000.000 2.968.678.043 114,53 

Lain-lain PAD Yang Sah 17.153.782.754 17.192.454.996 100,23 

PENDAPATAN 

TRANSFER 

898.990.445.846 931.448.207.672 103,61 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

861.100.946.000 888.058.707.826 103,13 

Dana Perimbangan 767.708.317.000 795.136.081.434 103,57 

Dana Insentif Daerah (DID) 7.369.788.000 7.369.788.000 100,00 

Dana Desa 86.022.841.000 85.552.838.392 99,45 

Pendapatan Transfer Antar 

Daerah 

37.889.499.846 43.389.499.846 114,52 

Pendapatan Bagi Hasil 37.889.499.846 43.389.499.846 114,52 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

44.939.358.649 48.593.193.649 108,13 

Pendapatan Hibah 0 0 0 

Lain-lain Pendapatan Sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

44.939.358.649 48.593.193.649 108,13 

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada 

tahun 2017 s/d 2021 telah disetujui, pada tahun 2017, 2019 dan 2020 realisasi 

anggaran pendapatan tidak mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 

2020 realisasi anggaran pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
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Pada realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami 

penurunan. 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2017-2021 terjadinya perbedaan setiap tahun nya, dapat dilihat 

perkembangan pada Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab 

Labuhan Utara Tahun 2017-2021 :  

 

 Gambar 4.1 

Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab  

Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021 

Berdasarkan pada gambar 4.1 terlihat bahwa untuk anggaran pada tahun 2017-

2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendapatan 

mengalami penurunan dari tahun 2017 kemudian pada tahun 2019 anggaran dan 

realisasi pendapatan mengalami kenaikan lalu pada tahun 2020 anggaran dan 

realisasi pendapatan mengalami penurunan dan pada tahun 2021 anggaran dan 

realisasi pendapatan mengalami kenaikan. 

4.1.2.2 Analisis Efektivitas PAD  

2017 2018 2019 2020 2021

Anggaran 1.086.866.2 837.030.764 1.100.453.6 974.702.200 1.007.153.9

Realisasi 1.050.277.0 1.033.343.8 1.082.495.8 968.329.052 1.038.904.5
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Analisis Efektivitas PAD digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi 

belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima 

oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut 

dapat tergambar dengan jelas. Keefektifan keuangan daerah dapat dilihat melalui 

hasil perhitungan rasio efektivitas. (Sudaryono, 2017) menjelaskan bahwa “Rasio 

Efektivitas PAD merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang di agendakan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah agar seberapa besar 

tingkat kemampuan daerah dapat tergambar dengan jelas.” Analisis Efektivitas 

PAD dirumuskan sebagai berikut :  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥100 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 =  
52.690.086.354 

53.221.965.850
𝑥100 

= 99% 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 =  
57.010.690.545 

51.069.120.952 
𝑥100 

= 111,63%  

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =  
 70.122.562.532

62.805.708.468 
𝑥100 

= 111,65% 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =  
55.494.095.702 

55.920.283.256 
𝑥100 

= 99.23% 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =  
58.863.185.741 

63.224.132.754 
𝑥100 

= 93.10% 
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Tabel 4.6 

Analisis Efektivitas PAD Anggaran dan Realisasi Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2017-2021 

Tahun Anggaran PAD 
Realisasi PAD 

 

Persentase 

Efektivitas 
Kriteria 

2017 53.221.965.850 52.690.086.354 99% Tidak Efektif 

2018 51.069.120.952 57.010.690.545 111,63% Efektif 

2019 62.805.708.468 70.122.562.532 111,65% Efektif 

2020 55.920.283.256 55.494.095.702 99.23% Tidak Efektif 

2021 63.224.132.754 58.863.185.741 93.10% Tidak Efektif 

Sumber : Data diolah (2023) 

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah 

pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2017,2020 dan 2021 

tidak mencapai target yang diinginkan. Dalam kategori tidak efektif dalam 

merealisasikan anggaran tahun 2017 sebesar 99% tahun 2020 sebesar 99,23% tahun 

2021 sebesar 93,10% karena tidak mencapai angka 100% dan dalam kategori 

efektif dalam merealisasikan anggaran tahun 2018 sebesar 111,63% tahun 2019 

sebesar 111,65% karena mencapai angka diatas 100%. Tingkat analisis efektivitas 

yang tertinggi adalah pada tahun anggaran 2019 karena mencapai angka sebesar 

111,65%. Hal ini karena realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari anggaran 

pendapatan asli daerah sesuai dengan kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun 

(2012) yang menyatakan bahwa jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak 

efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang dan 

jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.  
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Gambar 4.2 

Grafik Perkembangan Analisis Efektivitas PAD Kabupaten  

Labuhanbatu Utara 

Berdasarkan pada gambar 4.2 terlihat pada grafik perkembangan Analisis 

Efektivitas PAD pada tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 

anggaran PAD mengalami penurunan tetapi realisasi PAD mengalami kenaikan 

dari tahun 2017 kemudian pada tahun 2019 anggaran dan realisasi PAD mengalami 

kenaikan lalu pada tahun 2020 anggaran dan realisasi PAD mengalami penurunan 

dan pada tahun 2021 anggaran dan realisasi PAD mengalami kenaikan.  

4.1.2.3 Analisis Pertumbuhan  

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengukur perkembangan anggaran 

dari tahun ke tahun bersifat positif atau negative (Hanum, 2011). Analisis 

Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan 

masingmasing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Analisis Pertumbuhan ini mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan 

diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan 

2017 2018 2019 2020 2021

Anggaran PAD 53.221.965.85 51.069.120.95 62.805.708.46 55.920.283.25 63.224.132.75

Realisasi PAD 52.690.086.35 57.010.690.54 70.122.562.53 55.494.095.70 58.863.185.74
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dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang 

perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).  

Analisis Pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut :  

𝑟 =
𝑃𝑛 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 =  
1.050.277.014.266 − 0

0
 

= 0 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 =  
1.033.343.832.203 − 1.050.277.014.266

1.050.277.014.266
𝑥100 

               = -1.61  

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =  
1.082.495.846.011 − 1.033.343.832.203

1.033.343.832.203
 

= 4.76 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =  
968.329.052.089 − 1.082.495.846.011

1.082.495.846.011
 

= -10.55 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =  
1.038.904.587.062 − 968.329.052.089

968.329.052.089
 

= 7.29 

Tabel 4.7 

Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 
No Tahun Realisasi Pendapatan Tingkat Pertumbuhan 

1 2017 1.050.277.014.266 0 

2 2018 1.033.343.832.203 -1.61 

3 2019 1.082.495.846.011 4.76 

4 2020 968.329.052.089 -10.55 

5 2021 1.038.904.587.062 7.29 

Sumber : Data diolah (2023) 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat untuk tahun anggaran 2017-2019 tingkat 

pertumbuhan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021 tingkat pertumbuhan 



51 

 

 

 

bernilai positif yaitu 4.76 dan 7.29 sedangkan untuk tahun 2018 dan 2020 tingkat 

pertumbuhan bernilai negatif yaitu -1.61 dan -10.55 disebabkan oleh realisasi 

anggaran mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini terjadi karena anggaran 

juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 

tingkat pertumbuhan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami    

penurunan.  

Perhitungan Analisis Pertumbuhan dapat dilihat pada Grafik berikut :  

 

Gambar 4.3  

Grafik Perkembangan Analisis Pertumbuhan Tahun 2017-2021 

Berdasarkan pada gambar 4.3 terlihat grafik perkembangan analisis 

pertumbuhan pada tahun 2017-2019 untuk realisasi anggarannya mengalami 

kenaikan dan juga pada tahun 2019-2021 untuk realisasi anggarannya mengalami 

penurunan.  

4.1.2.4 Analisis Kemandirian  

2017 2018 2019 2020 2021

Realisasi Pendapatan 1.050.277.01 1.033.343.83 1.082.495.84 968.329.052. 1.038.904.58

Tingkat Pertumbuhan 0 -1,61 4,76 -10,55 7,29
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Analisis Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah 

dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain 

(Pendapatan Transfer) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber 

daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman 

(Halim, 2007). Analisis Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio 

kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan 

daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula 

sebaliknya. Analisis Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian 

keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan 

komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar 

pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin tinggi.  

Analisis Kemandirian dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝐾𝐾𝐷 =  
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑥 100% 

 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 =  
52.690.086.354

881.817.590.895
𝑥 100% = 5,97% 

              

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 =  
57.010.690.545

906.591.141.658
𝑥 100% = 6,28% 
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𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =  
70.122.562.532

874.067.517.898
𝑥 100% = 6,31% 

 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =  
55.494.095.702

770.468.802.360
𝑥 100% = 8,02% 

 

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =  
58.863.185.741

931.448.207.672
𝑥 100% = 7,20% 

Tabel 4.8 

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 
Tahun Pendapatan 

Asli Daerah 

Pendapatan 

Transfer 

Persentase 

Kemandirian 

Kemampuan 

Keuangan 

Pola 

Hubungan 

2017 52.690.086.354 881.817.590.895 5,97% Rendah Sekali Instruktif 

2018 57.010.690.545 906.591.141.658 6,28% Rendah Sekali Instruktif 

2019 70.122.562.532 874.067.517.898 6,31% Rendah Sekali Instruktif 

2020 55.494.095.702 770.468.802.360 8,02% Rendah Sekali Instruktif 

2021 58.863.185.741 931.448.207.672 7,20% Rendah Sekali Instruktif 

Sumber : Data diolah (2023)  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2020 kemandirian 

keuangan daerah mengalami kenaikan, pada tahun 2021 kemandirian mengalami 

penurunan dengan pola hubungan instruktif.  Hal ini sesuai dengan pola hubungan 

dan tingkat kemampuan daerah menurut Oppier (2013) yang menyatakan bahwa 

rasio kemandirian 0% sampai 25% kemampuan keuangan daerah rendah sekali dan 

memiliki pola hubungan instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih 

dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 
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Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan Analisis Kemandirian Kabupaten  

Labuhanbatu Utara 

Berdasarkan pada gambar 4.4 terlihat grafik perkembangan analisis 

kemandirian untuk tahun 2017-2019 pada Pendapatan Asli Daerah mengalami 

kenaikan dan pendapatan transfer mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 

pendapatan transfer mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 pada 

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan kenaikan begitu juga dengan 

pendapatan transfer mengalami kenaikan dan penurunan.  

4.2 Pembahasan  

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2017-2021 

Hasil pengolahan data menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan 

terhadap anggaran pendapatan tahun 2017, 2019 dan 2020. Pada tahun 2017 selisih 

antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar Rp 

36.589.249.304 dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 1.050.277.014.266 

dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 1.086.866.263.570. Persentase realisasi 

terhadap anggaran pendapatan tersebut adalah 96,36%.  

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2020

Tahun
2021

Pendapatan Asli Daerah 52.690.086.57.010.690.70.122.562.55.494.095.58.863.185.

Pendapatan Transfer 881.817.590906.591.141874.067.517770.468.802931.448.207

Kemandirian (%) 5,97% 6,28% 6,31% 8,02% 7,20%
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1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk 

pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain 

PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2017 sebesar 

Rp 53.221.965.850 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 

52.690.086.354. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi  

PAD yang diperoleh sebesar 99,00%. Nilai persentase realisasi di atas 

menunjukkan bahwa keseluruhan PAD yang terealisasi tidak mencapai jumlah 

keseluruhan PAD yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

24.578.664.147 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

24.190.300.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 101,61%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi melebihi 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

7.785.261.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

9.331.052.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 83,43%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi tidak mencapai 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 1.473.679.216 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 1.473.679.216. Persentase realisasinya adalah sebesar 

100%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan 
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yang terealisasi mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah 

dianggarkan. 

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

18.852.481.491 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

18.226.934.634. Persentase realisasinya adalah sebesar 103,43%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

2) Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 

tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan 

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran 

pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2017 sebesar Rp 

910.189.355.120 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp 

881.817.590.895. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase 

realisasinya sebesar 96,88%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa 

jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai 

keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan. 

Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang 

diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 

839.472.606.186 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 

910.189.355.120. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 96,84%. Nilai persentase 
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realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.  

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang 

diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran 

pendapatan yang diterima sebesar Rp 42.344.984.709 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 43.343.285.120. Persentase realisasinyaa adalah 

sebesar 97,70%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan 

pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan 

dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 0 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

0. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 0%.  

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu 

Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan 

Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 115.769.337.017 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp 123.454.942.600. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 

93,77%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang 

terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah 

dianggarkan. 

Pada tahun 2019 selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran 

pendapatan sebesar Rp 17.957.822.199 dengan total realisasi pendapatan sebesar 
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Rp 1.082.495.846.011 dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 

1.100.453.668.210. Persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan tersebut 

adalah 98,36%. Berdasarkan persentase di atas, diketahui bahwa pencapaian target 

realisasi pendapatan terhadap target anggaran pendapatan untuk tahun berjalan 

tidak mencapai target. 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk 

pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain 

PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar 

Rp 62.805.708.468 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 

70.122.562.532. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi  

PAD yang diperoleh sebesar 111,65%. Nilai persentase realisasi di atas 

menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan PAD yang terealisasi melebihi jumlah 

keseluruhan PAD yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

26.316.419.960 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

26.085.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 100,89%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

14.881.014.664 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

14.651.528.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 101,57%. Nilai persentase 
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realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 2.732.595.137 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 3.200.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 

85,39%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan 

pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

26.192.532.770 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

18.869.180.468. Persentase realisasinya adalah sebesar 138,81%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

2) Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 

tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan 

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran 

pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 

904.005.032.742 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp 

874.067.517.898. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase 

realisasinya sebesar 96,69%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa 

jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai 

keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan. 
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Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang 

diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 

817.231.451.960 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 

840.336.100.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,25%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.  

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang 

diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran 

pendapatan yang diterima sebesar Rp 56.836.065.938 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 63.668.932.742. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 89,27%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan 

pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan 

dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 0 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

0. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 0%.  

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu 

Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan 

Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 138.305.765.581 dengan jumlah anggaran yang 
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ditargetkan sebesar Rp 133.642.927.000. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 

103,49%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang 

terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah 

dianggarkan. 

Pada tahun 2020 selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran 

pendapatan sebesar Rp 6.373.148.863 dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 

968.329.052.089 dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 974.702.200.952. 

Persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan tersebut adalah 99,34%. 

Berdasarkan persentase di atas, diketahui bahwa pencapaian target realisasi 

pendapatan terhadap target anggaran pendapatan untuk tahun berjalan tidak 

mencapai target. 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk 

pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain 

PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 

Rp 55.920.283.256 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 

55.494.095.702. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi  

PAD yang diperoleh sebesar 99,24%. Nilai persentase realisasi di atas 

menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan PAD yang terealisasi tidak mencapai 

jumlah keseluruhan PAD yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

22.137.549.427 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

22.835.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 96,95%. Nilai persentase 
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realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

13.713.581.114 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

14.447.845.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 94,92%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 2.215.622.549 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 2.880.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 

76,93%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan 

pendapatan yang telah dianggarkan. 

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 

17.427.342.612 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

15.757.438.256. Persentase realisasinya adalah sebesar 110,60%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi 

keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. 

2) Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 

tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan 

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran 

pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar Rp 

782.326.833.696 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp 
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770.468.802.360. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase 

realisasinya sebesar 98,48%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa 

jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai 

keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan. 

Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang 

diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 

719.527.169.929 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 

731.596.543.715. Persentase realisasinya adalah sebesar 98,35%. Nilai persentase 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak 

mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.  

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang 

diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran 

pendapatan yang diterima sebesar Rp 13.415.171.000 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp 13.415.171.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 100,00%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

pendapatan yang terealisasi mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan 

yang telah dianggarkan. 

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan 

dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 37.526.461.431 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp 37.315.118.981. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 

100,57%.  
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3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu 

Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan 

Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan 

yang diterima sebesar Rp 142.366.154.027 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp 136.455.084.000. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 

104,33%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang 

terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah 

dianggarkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak 

mencapai target menurut hasil wawancara terhadap salah satu narasumber pada 

BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara disebabkan masih rendahnya kesadaran 

stake holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak 

daerah- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yakni Dana Bagi 

Hasil dari Provinsi juga tidak terlalu besar.  

2. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Efektivitas PAD  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan bahwa 

anggaran PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami fluktuasi dari tahun 

2017-2021. Pada tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar Rp 52.690.086.354. Pada 

tahun 2018 anggaran PAD mengalami penurunan menjadi Rp 51.069.120.952. Pada 

tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar Rp 62.805.708.468. Kemudian pada tahun 

2020 anggaran PAD mengalami penurunan menjadi Rp 55.920.283.256. Pada tahun 

2021 anggaran PAD mengalami kenaikan menjadi Rp 63.224.132.754. 
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Realisasi PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2017 sampai dengan 

2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

sebesar Rp 52.690.086.354. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi 

Rp 57.010.690.545. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara 

mengalami kenaikan menjadi Rp 70.122.562.532. Pada tahun 2020 mengalami 

penurunan menjadi Rp 55.494.095.702. Kemudian pada tahun 2021 mengalami 

kenaikan yaitu sebesar Rp 58.863.185.741.  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa 

Efektivitas PAD Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 sebesar 

99%, tahun 2018 sebesar 111,63%, tahun 2019 sebesar 111,65%, tahun 2020 

sebesar 99,23% dan tahun 2021 sebesar 93,10%. Efektivitas kinerja keuangan 

Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk tahun 2018 dan 2019 sudah Efektif karena 

nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2017, 2020, dan 2021 

berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%. 

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas 

Kinerja Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah Efektif karena rata-rata 

efektivitasnya di atas 100% yaitu 102,92%. Hal ini disebabkan karena penerimaan 

dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga dapat dikatakan memiliki kinerja 

yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada 

tahun 2017, 2020, dan 2021.  

Faktor-faktor yang menyebabkan PAD tidak efektif adalah masih adanya 

sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar dalam memenuhi 

kewajibannya sehingga potensi PAD tidak terdata secara optimal dan target PAD 



66 

 

 

 

tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 

2017, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2020 dan realisasi 

pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2021 tidak mencapai anggaran yang 

telah ditetapkan. 

Pada Tahun 2017 Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasinya sebesar Rp 

5.942.477.700 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 99,04%. Retribusi Pelayanan Pasar 

realisasinya sebesar Rp 424.509.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp 608.874.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 69,72%. Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp 49.795.000 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 59.400.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 83,83%. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran realisasinya 

sebesar Rp 7.810.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 

9.850.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 79,29%. Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak Peta realisasinya sebesar Rp 40.690.400 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp 180.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 

22,60%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp 

688.254.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.585.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 43,42%. Retribusi Rumah Potongan Hewan 

realisasinya sebesar Rp 38.271.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp 50.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 76,54%. Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar Rp3.000.000 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp7.000.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 42,86%. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp90.553.340 
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dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp250.000.000. Persentase 

realisasinya adalah sebesar 36,22%. Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp63.142.960 

dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000. Persentase 

realisasinya adalah sebesar 36,22%. 

Pada Tahun 2020 Pajak Hotel realisasinya sebesar Rp25.750.000 dengan 

jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp45.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 57,22%. Pajak Hiburan realisasinya sebesar Rp6.600.000 dengan 

jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 33%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya sebesar 

Rp704.108.854 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp870.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 80,93%. Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan realisasinya sebesar Rp5.466.410.099 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 91,10%. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) realisasinya sebesar Rp1.287.342.175 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp1.700.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 

75,73%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar 

Rp42.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp70.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 60%. Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya 

sebesar Rp96.443.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp548.100.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 17,6%. Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp85.400.000 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp110.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 

77,64%. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta sebesar Rp6.212.960 dengan jumlah 
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anggaran yang ditargetkan sebesar Rp162.000.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 3,83%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar 

Rp178.375.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp1.211.500.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 14,72%. Retribusi Tempat 

Khusus Parkir  realisasinya sebesar Rp8.000.000 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 80%. 

Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya sebesar Rp31.866.000 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp45.000.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 70,81%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar 

Rp1.500.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 30%. Retribusi Penyebrangan Air 

realisasinya sebesar Rp20.620.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp50.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 41,24%.  

Pada Tahun 2021 Pajak Hiburan realisasinya sebesar Rp6.100.000 dengan 

jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 61%. Pajak Sarang Burung Walet realisasinya sebesar Rp4.000.000 

dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. Persentase 

realisasinya adalah sebesar 80%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

realisasinya sebesar Rp697.049.272 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp1.170.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 59,58%. Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasinya sebesar 

Rp6.509.039.732 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp8.000.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 81,36%. Retribusi 

Pelayanan Kesehatan realisasinya sebesar Rp11.127.355.042 dengan jumlah 
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anggaran yang ditargetkan sebesar Rp15.255.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 72,94%. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasinya 

sebesar Rp338.893.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp350.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 96,82%. Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp52.650.000 dengan 

jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp75.000.000. Persentase realisasinya 

adalah sebesar 70,2%. Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya sebesar 

Rp82.064.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp360.000.000. 

Persentase realisasinya adalah sebesar 22,79%. Retribusi Pengganti Biaya Cetak 

Peta sebesar Rp11.732.040 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp12.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,77%. Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp204.950.000 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp301.500.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 67,98%. Retribusi Tempat Khusus Parkir  realisasinya sebesar Rp1.000.000 

dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase 

realisasinya adalah sebesar 10%. Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya 

sebesar Rp43.762.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp45.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,25%. Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar Rp1.500.000 dengan jumlah anggaran 

yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 30%. 

Retribusi Penyebrangan di Air realisasinya sebesar Rp60.500.000 dengan jumlah 

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp80.000.000. Persentase realisasinya adalah 

sebesar 75,62%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasinya sebesar 

Rp159.873.800 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp160.000.000. 
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Persentase realisasinya adalah sebesar 99,92%. Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan realisasinya sebesar Rp126.790.446 dengan jumlah anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp150.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 84,52%. 

Faktor selanjutnya yang menyebabkan PAD tidak efektif pada tahun 2020 

terjadi pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan 

pengurangan dana transfer ke daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi 

Sumatera Utara dan adanya ketentuan harus mengalokasikan belanja untuk 

penanganan pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang telah direncanakan oleh 

SKPD tidak bisa dilaksanakan dan target yang telah ditetapkan sulit untuk dipenuhi. 

Tahun 2021 diterbitkan PMK17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2021 yang menyebabkan realokasi anggaran 

serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 

yang banyak mengubah struktur pendapatan dan belanja pada APBD. 

Faktor lain yang menyebabkan PAD tidak efektif adalah terbatasnya sarana dan 

prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum dapat digali secara 

maksimal, terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan dan keungan 

secara optimal dan beberapa jenis pajak dan retribusi yang sudah stagnan sehingga 

memerlukan payung hukum yang baru. 

Menurut hasil wawancara terhadap salah satu narasumber pada BKAD 

Kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan rasio efektivitas PAD adalah dengan peningkatan dalam pengelolaan 

pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, 

peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD, peningkatan kualitas pelayanan 

dengan menerapkan standar pelayanan minimal dan mengurangi perpindahan atau 
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mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam 

peningkatan kinerja pengelola PAD. 

3. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Pertumbuhan  

Dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan anggaran, pertumbuhannya 

mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 

Rp.1.050.277.014.266 dengan tingkat pertumbuhan 0, pada tahun 2018 realisasi 

anggaran sebesar Rp.1.033.343.832.203 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1.61. 

Pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.1.082.495.846.011 tingkat 

pertumbuhan naik menjadi 4,76. Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 

Rp.968.329.052.089 dengan tingkat pertumbuhan mengalami penurunan menjadi -

10,55 dan pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.1.038.904.587.062 

dengan tingkat pertumbuhan naik menjadi 7,29. 

Analisis Pertumbuhan Pendapatan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

kinerja pendapatan selama beberapa tahun anggaran (Mahmudi, 2019).  pendapatan 

dapat dikatakan baik apabila dapat naik terus setiap tahun nya, jika mengalami 

penurunan maka penyebabnya harus ditemukan dan dicari solusinya (Halim & S.K, 

2013).  

Analisis Pertumbuhan Belanja menurut (Mahmudi, 2019) dapat digunakan 

untuk mengetahui perkembangan belanja. Belanja tersebut harus dapat dikatakan 

rasional apabila pertanggungjawabannya telah dilakukan. (Mahmudi, 2019) 

menambahkan bahwa belanja cenderung akan selalu naik karena disesuaikan 

berdasarkan tingkat inflasi, perubahan kurs, pelayanan dan faktor ekonomi.  

Menurut (Mahmudi, 2010) analisis pertumbuhan anggaran bermanfaat untuk 

mengetahui perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Pada umum nya anggaran 



72 

 

 

 

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan anggaran biasanya 

dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan 

jumlah cukupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.  

Dapat dilihat dari tahun 2019 yaitu 4,76 dan pada tahun 2021 yaitu 7,29 

pertumbuhan keuangan daerah bernilai positif. Namun pada tahun 2018 dan 2020 

pertumbuhan keuangan daerah nya bernilai negatif yaitu -1,61 dan -10,55. Selain 

disebabkan oleh realisasi anggaran mengalami penurunan secara signifikan, hal ini 

terjadi karena anggaran juga mengalami penurunan signifikan dari tahun 

sebelumnya.  

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan 

anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara cenderung bernilai positif kecuali pada 

tahun 2018 dan 2020 bernilai negatif yang disebabkan menurunnya realisasi dari 

tahun sebelumnya. 

Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki rencana atau 

strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah di masa mendatang 

yaitu meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya 

strategi peningkatan PAD, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, melakukan 

pendataan ulang terhadap objek, besaran nilai dan wajib pajak yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

4. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Kemandirian Keuangan 

Daerah  

Dilihat dari hasil analisis data berawal pada tahun 2017 rasio kemandirian 

sebesar 5,97% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.52.690.086.354 dan 

Pendapatan Transfer sebesar Rp.881.817.590.895 kemudian pada tahun 2018 rasio 
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kemandirian naik menjadi 6,28% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.57.010.690.545 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.906.591.141.658.  

Pada tahun 2019 rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 6,31% 

dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.70.122.562.532 dan Pendapatan 

Transfer sebesar Rp.874.067.517.898 serta pada tahun 2020 rasio kemandirian 

mengalami kenaikan menjadi 8,02% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.55.494.095.702 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.770.468.802.360 dan 2021 

dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.58.863.185.741 dan Pendapatan 

Transfer sebesar Rp.931.448.207.672 serta rasio kemandirian pun mengalami 

penurunan menjadi 7,20%. Pola kemandirian keuangan pada data diatas tergolong 

instruktif karena tergolong dalam interval 0%-25% yaitu instruktif dimana peranan 

pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau 

daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mandiri dalam mengelola 

keuangan daerahnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara tidak mampu mengelola pendapatan dan belanja sekaligus dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

sosial dengan baik, dengan kata lain kemandirian keuangan Kabupaten 

Labuhanbatu Utara tidak baik.   

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kemandirian keuangan 

daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban 

keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kinerja 

keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021 dilihat dari rasio 

kemandirian keuangan daerah tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam 
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Undang-Undang. Menurut (Halim, 2008) “Kemandirian Keuangan Daerah adalah 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”    

Analisis kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah 

dalam mendanai daerahnya melalui PAD (Kawatu, 2019). Perhitungan rasio 

kemandirian menurut (Kawatu, 2019) dilakukan dengan membandingkan PAD 

dengan total antara transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman 

dari Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya. PAD yang semakin besar dibandingkan 

total transfer akan mencerminkan kemandirian daerah tersebut yang artinya daerah 

tersebut mampu membiayai otonomi daerahnya.  

Menurut hasil wawancara  terhadap salah satu narasumber pada BKAD 

Kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui bahwa semakin besar PAD yang 

dihasilkan dan maksimal pengelolaannya maka semakin mandiri keuangan daerah 

tersebut.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan 

dilihat dari Analisis Efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan dan Analisis 

Kemandirian Keuangan Daerah.  

1. Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten 

Labuhanbatu Utara pada tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai anggaran 

yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran stake 

holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak 

daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yaitu 

Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi juga tidak terlalu besar. 

2. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD memiliki kinerja yang 

menurun, Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi 

daerah tidak mencapai dari yang dianggarkan sebelumnya sehingga Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mampu 

memanfaatkan anggarannya dengan baik.  

3. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Pertumbuhan mengalami fluktuasi dan 

dimana pertumbuhannya bernilai negatif dan positif yang artinya daerah belum 

mampu mempertahankan pertumbuhan daerahnya tetapi telah mampu 

meningkatkan pertumbuhan daerahnya. 
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4. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah 

menunjukkan mengalami pola hubungan instruktif, dimana peranan 

pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 

5.2 Saran  

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer 

terutama Dana Bagi Hasil dengan cara meningkat kesadaran masyarakat dalam 

melaksanakan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui sosialisasi 

kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyediakan 

sarana dan prasaran yang memadai. 

2. Untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara terutama Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melalui 

Diklat, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Studi Banding atau pengalaman 

dengan daerah-daerah lain di Indonesia.  
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 - 2021 

1. Realisasi PAD  

Apa saja jenis-jenis PAD yang berhasil direalisasikan, realisasi PAD yang 

paling besar dan realisasi mana yang paling rendah serta berapa persentase 

kontribusinya terhadap target yang ditetapkan? 

Jawaban : 

PAD yang berhasil direalisasikan : 

- Pajak Daerah realisasi 99.49% 

- Retribusi Daerah realisasi 72.49% 

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi 114.53% 

- Lain-lain PAD yang Sah realisasi 100.23% 

 

2. Anggaran PAD  

Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pencapaian anggaran 

PAD sesuai dengan target yang ditetapkan? 

Jawaban : 

- Memperbaiki sistem dan prosedur terhadap kemudahan pelayanan. 



 

 

- Mendorong efektivitas pengawasan yang lebih ketat. 

- Peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan. 

 

3. Realisasi Belanja Daerah  

Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja 

daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah? 

Jawaban : 

Penggunaan APBD dalam membangun daerah sudah mempedomani 

Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Ketentuan ini kemudian menjadi pedoman 

dalam menselaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam membangun 

daerahnya, sehingga terbitlah anggaran yang tepat saji, efektif dan efisien. 

 

4. Realisasi Pendapatan Daerah 

Apakah ada pertumbuhan atau penurunan dalam realisasi pendapatan daerah 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan faktor apa yang 

menyebabkannya? 

Jawaban : 

Ada penurunan dalam realisasi pendapatan secara keseluruhan akan tetapi tidak 

terlalu signifikan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran stake 

holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak 

daerah- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yakni Dana 

Bagi Hasil dari Provinsi juga tidak terlalu besar. 

 



 

 

Penilaian Kinerja Keuangan 

1. Rasio Efektivitas PAD  

Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan rasio efektivitas PAD? 

Jawaban : 

- Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan 

mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah 

- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD 

- Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan 

minimal 

- Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD dengan 

mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD 

 

2. Rasio Pertumbuhan  

Bagaimana rencana atau strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan 

daerah di masa mendatang? 

Jawaban : 

- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya 

strategi peningkatan PAD. 

- Melakukan monitoring rutin dan evaluasi. 

- Melakukan pendataan ulang terhadap objek, besaran nilai dan wajib pajak, 

yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

 

 

 



 

 

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Apa indikator atau faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kemandirian 

keuangan daerah? 

Jawaban : 

Rasio besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana Perimbangan 

Daerah (DAU-DAK-DID dll). Semakin besar PAD yang dihasilkan dan 

maksimal pengelolaannya maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


